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Abstrak  

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar Pengaruh 

Program Pengungkapan Sukarela, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir 

Barat dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi. Teori yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teori kepatuhan dan teori atribusi. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian ini 

menggunakan data primer yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara 

langsung. Dari 209.901 populasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP 

Pratama Palembang Ilir Barat di dapatkan responden sebanyak 100 responden 

dengan menggunakan rumus slobvin. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah simple random sampling. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah statistik deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Program Pengungkapan 

Sukarela tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan 

berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak tidak 

berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Preferensi resiko tidak memoderasi 

pengaruh Program Pengungkapan Sukarela terhadap kepatuhan Wajib Pajak, 

Preferensi resiko tidak memoderasi pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Prefrensi Risiko memoderasi Pengaruh 

Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.  

 

Kata Kunci : Program Pengungkapan Sukarela, Sanksi Perpajakan, Kesadaran 

Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Preferensi Risiko 
 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Sumber penerimaan negara yang terbesar adalah berasal dari pajak. 

Pajak sangat penting karena pajak digunakan untuk pembangunan 

infrastruktur dan untuk memenuhi kebutuhan APBN. Menurut UU RI No. 28 

Tahun 2007 Pasal 1 yang berbunyi, Pajak adalah kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

Rasio penerimaan pajak di Indonesia jika dibandingkan dengan negara 

lain masih relatif rendah. Pemicu rendahnya rasio pajak di Indonesia 

disebabkan oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan 

kewajibannya tentang melaporkan dan membayar pajak masih rendah. Dalam 

hal ini pemerintah harus memberikan perhatian yang lebih dalam upaya 

sosialisasi dan edukasi untuk membangun kesadraan Wajib Pajak. 

Dikarenakan pajak bersifat memaksa, sehingga membuat persepsi masyarakat 

terhadap pajak bersifat negatif, terlebih lagi banyaknya oknum pemerintahan 

yang terlibat dalam korupsi yang membuat masyarakat tidak percaya kepada 

pemerintah apalagi manfaat dari pajak tidak dapat dirasakan langsung oleh 

masyarakat. Hal inilah yang menimbulkan masih banyak Wajib Pajak yang 



tidak melakukan kewajibannya dalam hal perpajakan (Ani, Purnadi, dan 

Bima, 2022). Maka dari itu dilakukannya reformasi perpajakan, yang 

diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib 

Pajak merupakan faktor penting dalam merealisasikan sasaran penerimaan 

pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak maka semakin tinggi 

pula tingkat penerimaan Wajib Pajak (Muflihah, 2018).  

Pemerintah sudah melaksnakan bermacam upaya strategis untuk 

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yaitu dengan membuat kebijakan tax 

amnesty (2016) serta program pengungkapan sukarela (PPS) tahun 2022. 

Program ini telah dilaksanakan sejak 1 januari 2022 – 30 juni 2022. Banyak 

warga negara mengira kalau program pengungkapan sukarela ini sama 

dengan tax amnesty. Sedangkan realitanya situasi, tarif, serta masa waktunya 

jelas berbeda. PPS dirancang lebih sederhana dibandingkan dengan yang 

terdapat di dalam tax amnesty tahub 2016. Program ini menjadi upaya 

pemerintah dalam memfasilitasi itikad baik Wajib Pajak yang mau jujur serta 

terbuka, dan mampu meningkatkan kepatuhan serta pemahaman masyarakat 

dalam mengungkapkan hartanya secara sukarela.    

Program pengungkapan sukarela (PPS) adalah program yang 

diresmikan pada tahun 2021 yaitu pemberian peluang kepada setiap Wajib 

Pajak dalam mengungkapkan harta yang belum dilaporkan pada tahun 2016 - 

2021 dan juga harta yang berada di Luar Negri secara sukarela, melalui 

pembayaran PPh yang bersumber pada pengungkapan harta. Program 

pengungkapan sukarela (PPS) memberikan peluang kepada Wajib Pajak 



dalam menaikan kepatuhan Wajib Pajak dengan menyampaikan hartanya 

yang belum dilaporkan. Program ini muncul selaku permasalahan atas kasus 

jika sebagian dari harta Wajib Pajakcyang terletak di Luar Negri dan belum 

dilaporkan oleh pemilik harta dalam Surat Pemberitahuan pajak 

penghasilannya.  

Program lpengungkapan lsukarela ldiatur ldalam lpasal l5 lhingga lpasal l12 

lUndang-Undang lNo.7 lTahun l2021 ltentang lHarmonisasi lPeraturan 

lPerpajakan l(UU lHPP) lyang ldisahkan lpada l29 loktober l2021. lDua lbulan 

lsemenjak lUndang-Undang ltersebut ldisahkan, ltepatnya lpada l23 ldesember 

l2022, lpemerintah lsudah lmenetapkan lketentuan lpenerapan ldalam lwujud 

lPeraturan lMenteri lKeuangan lNo.196/PMK.03/2021 ltentang ltata lpenerapan 

lprogram lpengungkapan lsukarela. lSecara luniversal lterdapat llatar lbelakang 

ldiadakannya lprogram lpengungkapan lsukarela lantara llain, lrendahnya 

lkepatuhan lWajib lPajak lyang lditunjukkan ldari lrendahnya lrasio lpajak ldi 

lIndonesia, lmasih lbesarnya ldana lWajib lPajak ldi lluar lnegri lyang lbelum 

ldilaporkan lbaik lsaat lsebelum lmaupun lsetelah lprogram lpengampunan lpajak, 

ldan lpandemi lCovid-19 lyang lmenimbulkan lpenyusutan lekonomi lsebagian 

lbesar lWajib lPajak lsehingga ldiperlukan lprogram lkhusus luntuk lpemecahan 

lmasalah ltersebut lbagi lWajib lPajak lyang lhendak lpatuh ltetapi lterkendala 

lkeadaan lakibat lpandemi lCovid-19. 

Menurut lMixuel ldan lPrimastiwi l(2021) sanksi pajak adalah jaminan 

bahwa ketentuan peraturan lperundang-undnagan lperpajakan lhendak ldituruti, 

lditaati, lataupun ldipatuhi. Dengan kata lain, sanksi pajak merupakan alat 



pencegah agar  lWajib lPajak ltidak lmelanggar lperaturan lperpajakan lyang telah 

ditetapkan dan lsanksi lyang lditerima lakan lsemakin lberat lyangmana lakan 

lmerugikan lWajib lPajak lSanksi lperpajakan lialah ladalah alat luntuk lmencegah 

lterjadinya lpelanggaran lpajak. lPemerintah lmenetapkan lsanksi lpajak luntuk 

lWajib lPajak lyang ltidak lmelakukan lkewajiban lperpajakan. l 

Safri l(2013) lmengungkapkan, lkesadaran lmerupakan lsikap lseseorang 

lterhadap lsesuatu lobjek lyang lmengaitkan lperasaan lserta lasumsi lyang 

lberperan lsesuai lobjek ltersebut. lSehingga lbisa ldikatakan lkesadaran ldalam 

lmembayara lpajak ladalah lsikap lWajib lPajak lseperti lperasaan lyang 

lmengaitkan lkepercayaan lserta lpengetahuan ltentang lpajak ltersebut. l 

Kepatuhan lWajib lPajak lbisa lpula ldipengaruhi loleh ltegasnya lsanksi 

lpajak lyang ldiberikan lkepada lWajib lPajak lyang lmelanggar lmaupun 

lmengabaikan lkewajibannya lcontohnya lsanksi ldenda, lsanksi lbunga, 

lpeningkatan lmaupun lpenyitaan laset l(Simanjuntak l& lMukhlis, l2022). 

lKeputusan lWajib lPajak lbisa ldipengaruhi loleh lprilaku lindividu lterhadap 

lrisiko. lWajib lPajak lbisa lmemutuskan lapakah lakan lmenghadapi lataupun 

lmenjauhii lrisiko ltersebut. lPrefrensi lrisiko ldigunakan ldalam lmemutuskan 

lsesuatu, lsehingga ldalan lpenelitian lini ltidak lseluruh lvariabel ldiperkuat 

lataupun ldiperlemah loleh lpreferensi lrisiko lini l(Aryobimo, l2012). 

Besar lkecilnya lpenerimaan lpajak lditentukan loleh lWajib lPajak litu 

lsendiri. lDalam hal lini, lpenunjuk lyang lsangat lberfungsi lialah lkepatuhan 

lWajib lPajak. lMereka ldiharuskan lsadar ldan lbertanggung ljawab ldalam 

lkewajiban lperpajakannya. lAlasan lkepatuhan ldinilai lsnagat lbegitu penting 



karena lkepatuhan lini lmempu lmeningkatkan lpenerimaan ldan lmembuat lWajib 

lPajak lsadar lpentingnya lmembayar lpajak. lMeskipun ldemikian, lmasih lbanyak 

lsekali lpenyelewengan lpajak ldi lIndonesia. lMaka ldari litu, ldiperlukan 

lpemahaman agar timbulnya lkesadaran. l 

Kantor lpelayanan lPajak lPratama lPalembang lIlir lBarat lPalembang 

lmemiliki lwilayah lkerja lmeliputi l6 l(enam) lkecamatan ldi lKota lPalembang 

lyaitu lIlir lBarat lI, lIlir lBarat lII, lBukit lKecil, lSukarami, lAlang-Alang lLebar, 

ldan lGandus. lLuas lwilayah lKPP lPratama lIlir lBarat lPalembang ladalah 

l190.730 lkm2. lBerikut lini ldata ljumlah lWajib lPajak lyang lterdaftar ldi lKPP 

lPratama lPalembang lIlir lBarat lsebagai lberikut: 

Tabel l1.1 lJumlah lWajib lPajak lTerdaftar l 

 l di lKPP lPratama lPalembang lIlir lBarat lTahun l2022 l– l2022 

Jenis lWajib lPajak 2020 2021 2022 

Badan 15.022 16.139 17.200 

Orang lPribadi 187.291 200.689 209.991 

Pemungut 197 198 198 

Total 202,510 217.026 227.389 

Sumber: lKPP lPratama lPalembang lIlir lBarat, l2022 

 Berdasarkan ltabel l1.1 lmenunjukan lbahwa ljumlah lWajib lPajak 

lyang lterdaftar ldi lKPP lPratama lPalembang lIlir lBarat ltahun l2022-2022 

lterus lmengalami lkenaikan lyang lsignifikan. lHal lini ldikarenakan 

lpemerintah lterus lberupaya ldalam lmembuat lkebijakan ldalam lhal 

lperpajakan. lBeberapa lhal lyang ljuga lmeningkatnya ljumlah lWajib lPajak 

ladalah lfiskus lpajak lyang lterus lmenerus lmelakukan lsosialisasi ldan 

lpenyuluhan lkepada lmasyarakat lsehingga lterciptanya lkesadaran lWajib 



lPajak luntuk lmelakukan lkewajiban lperpajakannya lyaitu lmendaftar ldiri 

lsebagai lWajib lPajak. l 

 

 

Tabel l1.2 lRealisasi lPenerimaan lPajak 

di lKPP lPratama lPalembang lIlir lBarat lTahun l2020 l– l2022 

Keterangan 2020 2021 2022 

Realisasi 1.022.013.332.980 1.116.627.167.576 884.650.537.492 

Target 967.896.502.000 1.089.332.731.000 1.255.070.919.000 

Capaian 105,59% 102,51% 70,49% 

Sumber: lKPP lPratama lPalembang lIlir lBarat, l2022 

Berdasarkan ltabel l1.2 ldiatas lmenunjukan lbahwa lrealisasi lpajak 

lmeningkat lpada ltahun l2021 ldan lkembali lmenurun lpada ltahun l2022. 

lNamun lcapaian ltahun l2020 l– ltahun l2021 lrealisasi lmenurun lsebesar l3,9%. 

lPada ltahun l2022 lrealisasi lpenerimaan lpajak lmenurun lsebesar l32,02%. 

lHal lini ldikarenakan ldari lWajib lPajak lyang lterdaftar ltidak lseluruhnya 

lyang lmelaporkan ldan lmembayar lpajaknya. lMasih lterdapat lbanyak lWajib 

lPajak lyang lsudah lmemiliki lNPWP lnamun lmasih ltidak lmempunyai 

lmotivasi luntuk lmembayar lpajaknya. lMaka ldari litu lpemerintahan lterus 

lmenerus l lmembuat linovasi lterkait lkebijakan lyang ldapat lmeningkatkan 

lkepatuhan lWajib lPajak lseperti ltax lamnesty l(2016) ldan lprogram 

lpengungkapan lsukarela l(2012). l 

Tabel l1.3 lData lKepersertaan lProgram lPengungkapan lSukarela 

Keterangan 

Kebijakan lI Kebijakan lII 

Badan Orang 

lPribadi 

Orang lPribadi 

Surat lKeterangan 4.067 lWP 78.389 lWP 225.603 lWP 

PPh Rp. l1,53T Rp. l31,38T Rp. l28,10T 

Harta lBersih Rp. l19,09T Rp. l380,53T Rp. l195,21T 



Deklarasi lDN l& 

lRepatriasi 
Rp. l17,17T Rp. l327,43T Rp. l167,97T 

Investasi lDN l& 

lRepatriasi 
Rp. l1,15T Rp. l15,11T Rp. l6,10T 

Deklarasi lLN Rp. l0,77T Rp. l377,98T Rp. l21,16T 

Sumber: lDirektorat lJendral lPajak, l2022 

 

Berdasarkan ltabel l1.3 ldiatas lmenunjukan lbahwa ljumlah lPPh lyang 

ldisetorkan lsenilai lRp. l61,01T, ltotal lharta lbersih lyang ldiungkap lsenilai 

lRp. l594,83T, ltotal lharta lbersih ldari ldeklarasi lDalam lNegri lsenilai lRp. 

l498,88T, ldan ltotal lharta lbersih ldari lkomitmen linvestasi ldalam lnegri 

lsenilai lRp. l22,36T, lserta ldari ldeklarasi lLuar lNegri lsenilai l399,91T. lHal 

lini lmenunjukan lbahwa ltingkat lkepatuhan lWajib lPajak lmengalami 

lpeningkatan ldibandingkan ldengan lsebelum ladanya lprogram lini ldan ldapat 

ldilihat ljuga lmasih lbanyak lWajib lPajak lyang lmemiliki lniat lyang lbaik 

ldalam lmelaksanakan lkewajiban lperpajakannya lsebagai lWarga lNegara 

lyang lbaik. lDengan ladanya lkenaikan lkepatuhan lWajib lPajak lmaka lakan 

lmeningkatkan lpendapatan lnegara. l 

Berdasarkan llatar lbelakang ldan lrefrensi lbeebrapa lpenelitian 

ldengan lisu lyang lberbeda lyang ltelah ldilakukan lsebelumnya. lseperti 

lpenelitian lPratiknjo l(2020) ltentang lPengaruh lSanksi lPajak ldan lTax 

lAmnesty lterhadap lKeputusan lKepatuhan lWajib lPajak. lHasil lpenelitian 

lmenunjukan lbahwa lsanksi lpajak lyang ltinggi lmampu lmeningkatkan 

lkepatuhan lWajib lPajak ldan ljuga ltax lamnesty lmampu lmeningkatkan 

lkeputusan lkepatuhan lWajib lPajak. lSedangkan lberbeda ldengan lpenelitian 

lAnggarini l(2018) lmengenai lPengaruh lPenerapan lKebijak lTax lAmnesty, 

lPengetahuan lPerpajakan, lKesadaran lWajib lPajak, ldan lSanksi lPerpajakan 



lTerhadap lKepatuhan lWajib lPajak lOrang lPribadi ldi lKPP lPratama 

lDenpasar lTimur lmenunjukkan lhasil lbahwa lkebijak ltax lamnesty ldan 

lpengetahuan lperpajakan ltidak lberpengaruh lterhadap lkepatuhan lWajib 

lPajak lOrang lPribadi. l 

Perbedaan lpenelitian lini ldengan lpenelitian llain ladalah lpenelitian 

lini lmenambahkan lvariabel lmoderasi lyaitu lPengaruh lProgram 

lPengungkapan lSukarela l(PPS), lSanksi lPerpajakan, ldan lKesadaran lWajib 

lPajak lTerhadap lKepatuhan lWajib lPajak lOrang lPribadi lDengan lPreferensi 

lRisiko lSebagai lVariabel lModerasi. lBerdasarkan llatar lbelakang ldan 

ldidukung loleh lpeneliti lterdahulu lterdapat lbeberapa lpersamaan ldan 

lperbedaan. lAdanya lfenomena lserta lkebijakan lterbaru ldari lpemerintah ldan 

ljuga lhasil lyang lberbeda ldari lpenelitian lterdahulu lmembuat lpenulis 

ltertarik luntuk lmelakukan lpenelitian lyang lberjudul l“Pengaruh lProgram 

lPengungkapan lSukarela l(PPS), lSanksi lPerpajakan, ldan lKesadaran 

lWajib lPajak lTerhadap lKepatuhan lWajib lPajak lOrang lPribadi 

lDengan lPreferensi lRisiko lSebagai lVariabel lModerasi ldi lKPP 

lPratama lPalembang lIlir lBarat”. 

 

 

1.2 l Rumusan lMasalah l 

Bersumber llatar lbelakang lyang lsudah ldijabarkan ldiatas, lhingga 

lyang ljadi lrumusan lpermasalahan lpada lpenelitian lini ladalah lsebagai 

lberikut: 



1. lApakah lProgram lPengungkapan lSukarela l(PPS) lberpengaruh lterhadap 

lKepatuhan lWajib lPajak lOrang lPribadi? 

2. lApakah lsanksi lperpajakan lberpengaruh lterhadap lKepatuhan lWajib 

lPajak lOrang lPribadi? 

3. lApakah lkesadaran lWajib lPajak lberpengaruh lterhadap lKepatuhan 

lWajib lPajak lOrang lPribadi? 

4. lApakah lProgram lPengungkapan lSukarela(PPS), lsanksi lperpajakan, ldan 

lkesadaran lWajib lPajak lberpengaruh lterhadap lkepatuhan lWajib lPajak 

lOrang lPribadi? 

5. lApakah lprefrensi lrisiko lmemoderasi lpengaruh lprogram lpengungkapan 

lsukarela l(PPS) lterhadap lkepatuhan lWajib lPajak lOrang lPribadi? 

6. lApakah lprefrensi lrisiko lmemoderasi lsanksi lperpajakan lterhadap 

lkepatuhan lWajib lPajak lOrang lPribadi? 

7. lApakah lprefrensi lrisiko lmemoderasi lkesadaran lWajib lPajak lterhadap 

lkepatuhan lWajib lPajak lOrang lPribadi? 

  

1.3 l Ruang lLingkup lPenelitian 

Dalam lpenelitian lini lpenulis lmelakukan lpenelitian ldi lDirjen lPajak 

ldi lKPP lPratama lPalembang lIlir lBarat. lRuang llingkup lpenelitian lini lhanya 

lpada lpelaksanaan lPPS, lsanksi lperpajakan, ldan lkesadaran lkepatuhan 

lWajib lPajak lOrang lPribadi ldan lpreferensi lrisiko lselaku lvariable lmoderasi 

lserta lseluruh lperihal lyang lberhubungan ldengan lakibat lpelaksanaan 

lkebijakan lpemerintah ltersebut. lSedangkan lsubjek lpenelitiannya ladalah 



lWajib lPajak lOrang lPribadi lyang lterdaftar ldi lKPP lPratama lPalembang lIlir 

lBarat. 

 

 

 

1.4 lTujuan lPenelitian 

Berdasarkan lrumusan lmasalah lyang ltelah ldiuraikan ldiatas, lmaka 

ltujuan lpenelitian lini ladalah: l 

1. lUntuk lmengetahui lpengaruh lProgram lPengungkapan lSukarela(PPS) 

lterhadap lkepatuhan lWajib lPajak lOrang lPribadi. 

2. lUntuk lmengetahui lpengaruh lsanksi lperpajakan lterhadap lkepatuhan 

lWajib lPajak lOrang lPribadi. 

3. lUntuk lmengetahui lpengaruh lkesadaran lWajib lPajak lterhadap 

lkepatuhan lWajib lPajak lOrang lPribadi. 

4. lUntuk lmengetahui lpengaruh lProgram lPengungkapan lSukarela(PPS), 

lsanksi lperpajakan, ldan lkesadaran lWajib lPajak lterhadap lkepatuhan lWajib 

lPajak lOrang lPribadi. 

5. lUntuk lmengetahui lpengaruh lprefrensi lrisiko ldalam lmemoderasi 

lProgram lPengungkapan lSukarela(PPS) lterhadap lkepatuhan lWajib lPajak 

lOrang lPribadi. 

6. lUntuk lmengetahui lpengaruh lprefrensi lrisiko ldalam lmemoderasi lsanksi 

lPerpajakan lterhadap lkepatuhan lWajib lPajak lOrang lPribadi. 



7. lUntuk lmengetahui lpengaruh lprefrensi lrisiko ldalam lmemoderasi 

lkesadaran lWajib lPajak. lterhadap lkepatuhan lWajib lPajak lOrang lPribadi 

 

 

 

 

1.5 l l l l lManfaat lPenelitian 

 1. lManfaat lTeoritis 

Penelitian lini ldiharapkan lmenjadi lrefrensi luntuk lpenelitian lberikutnya. 

lPenelitian lini ljuga ldiharapkan lmampu lmenambah ldan lmeningkatkan 

lpengetahuan, linformasi, ldan ldata lyang lberkaitan ldengan lpengampunan 

lpajak, lsanksi lperpajakan, ldan lkesadaran lWajib lPajak lterhadap 

lkepatuhan lWajib lPajak lOrang lPribadi. 

 2. lManfaat lPraktis 

Manfaat lpraktis ldari lpenelitian lini ldiharapkan ldapat lmemberikan 

lmasukan lyaitu lsebagai lberikut: 

1. lBagi lPemerintah, ldengan ladanya lpenelitian lini ldiharapkan ldapat 

lmeningkatkan llagi lsosialisasi lpengetahuan lperpajakan lsehingga ldapat 

lmeningkatkan lkepatuhan lWajib lPajak. 

2. lBagi lWajib lPajak, ldapat lmenambah lpengetahuan lWajib lPajak 

lsehingga llebih lmemahami ltujuan ldan lmanfaat lpemungutan lpajak 

ldalam lmeningkatkan lkesadaran lWajib lPajak lserta lmempertimbangkan 

lprefrensi lrisiko ldalam lmengambil lkeputusan. l 



 

1.6  lSistematika lPenelitian 

Sistematika lpenelitian lini ldisusun lmenjadi ltiga lpembahasan lyaitu 

lsebagai lberikut l: l 

 

 

Bab lI lPendahuluan 

Bab lini lmeneerangkan lmengenai llatar lbelakang lmasalah, lrumusan 

lpermasalahan, lruang llingkup lpenelitian, ltujuan lpenelitian, lmanfaat 

lpenelitian, ldan lsistematika lpenelitian. l 

Bab lII lPembahasan l 

Bab lini lberisi llandasan lteoritik lyang lmenjadi ldasar ldari lpenelitian 

lyang ldilakukan ldan ltinjauan lkembali lterhadap lpenelitian lterdahulu 

lyang lsejenis lserta lmenyusun lsuatu lpeta lhubungan lantar lvariabel 

lataupun lteori lyang ldibahas ldan ljuga lmerumuskan l lhipotesis lpenelitian 

lyang lmerupakan lpernyataan lhubungan ldua lvariabel lataupun llebih. l l 

Bab lIII lMetode lPenelitian 

Bab lini lberisi luraian ltentang lpendekatan lpenelitian, lobjek/subjek 

lpenelitian, lteknik lpengambilan lsampel, ljenis ldata, lteknik lpengumpulan 

ldata, ldefinisi loperasional ldan lteknik lanalisis ldata. l 

Bab lIV lHasil lPenelitian ldan lPembahasan 



Bab lini lberisi luraian ltentang lgambaran lumum lobjek lpenelitian, lhasil 

lpenelitian, ldan lpembahasan lterkait ldata-data lyang ltelah ldiuji 

lberdasarkan lteknik lanalisis ldata. 

Bab lV lKesimpulan ldan lSaran 

Bab lini lberisi luraian ltentang lkesimpulan ldari lhasil lpenelitian lyang 

ldiperoleh loleh lpeneliti ldan lpeneliti lakan lmemberikan lsaran luntuk 

lpenelitian lselanjutnya. l 
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